BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan yang dikemukakan untuk menjawab dua pertanyaaan

penelitian ini, sebagai berikut :

1. Setelah melakukan analisis pada setiap tahapan sistem manajemen kinerja dapat

diketahui penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan sistem

manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang sebagai berikut :

a.

Tahap perencanaan, belum seluruh pegawai memahami dan benar dalam
menyusun rencana Kinerja, dikarenakan pelaksanaan sosialisasi yang tidak
menyeluruh kepada pegawai dan sikap pegawai yang menganggap bahwa
penyusunan SKP hanya formalitas sebagai pemenuhan administrasi
kepegawaian selain itu dalam pembagian tugas atau rencana kinerja kepada
bawahan belum mempertimbangkan aspek kompetensi sebagai
pertimbangan dalam pembagian peran masing-masing pegawai, terbukti
dari dokumen perencanaan kinerja belum mengakomodir seluruhnya tujuan
organisasi dan rencana strategis pemerintah daerah. Penyebab lainnya
karena belum adanya komitmen bersama dalam penentuan standar rencana
Kinerja yang selaras, sehingga masing-masing pegawai menyusun secara
parsial rencana kinerjanya yang hanya didasarkan kepada program kegiatan
dalam dokumen penggunaan anggaran dan tugas pokok dan fungsi serta
belum terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara pegawai dalam
penyusunan rencana kinerja;

Tahap pelaksanaan Kinerja, pendokumentasian kinerja telah dilakukan
secara periodik yaitu harian, bulanan, tahunan namun pendokumentasian
Kinerja harian kurang informatif yaitu tidak tersedianya informasi uraian
pekerjaan yang telah dilaksanakan dan target yang dicapai, begitupula
pemantauan Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun belum

maksimal, karena komunikasi pejabat penilai dengan staf belum secara terus
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menerus sehingga tidak adanya balikan Kkinerja, dan belum dilakukan
analisis kesenjangan kinerja. Bimbingan dan kinerja belum dilakukan oleh
pejabat penilai, diserahkan ke BKPSDM untuk melakukan pembinaan,
namun karena keterbatasan sumber daya di BKPSDM sehingga bimbingan
dan konseling tidak maksimal. Selain itu dukungan sistem informasi
elektronik belum efektif karena belum terintegrasinya aplikasi yang ada.

c. Tahap penilaian Kkinerja, proses penilaian kinerja telah dilakukan sesuai
standar kebijakan, namun yang sangat penting dalam penilaian kinerja ini
adalah terjaminnya objektivitas proses penilaian kinerja. Di Kota Tangerang
masih terjadi subjektivitas dalam penilaian kinerja, adanya kecenderungan
pejabat penilai memberikan nilai SKP dan perilaku kerja dengan nilai baik
karena sikap “ewuh pakewuh” kepada bawahan dan kurangnya kompetensi
pejabat penilai dalam memberikan nilai yang akurat, selain itu penilaian
hanya dilakukan oleh atasan langsung. Adanya sistem informasi elektronik
masih belum efektif untuk penilaian kinerja karena penilaian Kinerja
bulanan dan penilaian kinerja tahunan dilakukan secara parsial.

d. Tahap evaluasi kinerja, saat ini evaluasi kinerja fokus pada evaluasi
disiplin/kehadiran pegawai. Pelaporan kinerja dari masing-masing OPD
yang disampaikan ke BKPSDM belum menyajikan data secara akurat, data
penilaian kinerja hanya memuat nilai kinerja dan data kehadiran pegawai.
Evaluasi kinerja juga dilakukan menggunakan metode assessmen center,
hasil penilaian assessmen center digabungkan dengan hasil penilaian
Kinerja, namun belum secara sistematis karena belum tersedianya sistem
informasi elektronik untuk penyajian data hasil evaluasi kinerja sehingga
pejabat pembina kepegawaian dan tim penilai kinerja terkendala dalam
pengambilan keputusan untuk pengangkatan, pemindahan, maupun
pemberhentian namun demikian hasil evaluasi Kkinerja ini telah

dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi pegawai.

Dari hasil analisis ke empat tahap penerapan sistem manajemen kinerja PNS

Kota Tangerang dapat disimpulkan implementasi kebijakan sistem manajemen

99



kinerja PNS Kota Tangerang belum optimal dikarenakan belum sesuai dengan
standar dan tujuan kebijakan yang berlaku dan terdapat standar yang belum diatur
secara jelas, sumber daya sebagai pelaksana kebijakan seluruhnya telah
melaksanakan kebijakan namun belum maksimal dalam setiap tahapannya,
dukungan sumber daya teknologi dengan dibangunnya aplikasi e-kinerja dan sistem
informasi manajemen Aparatur Sipil Negara belum efektif untuk penyajian data
profil Kinerja pegawai dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi,
begitupula komunikasi antara pejabat penilai dan bawahan belum terjalin baik,
tidak adanya dialog kinerja dan pemberian balikan terhadap pelaksanaan kinerja
pegawai. Sikap pelaksana dan respon pegawai dalam implementasi manajemen
cukup baik meskipun belum semua memahami kebijakan ini, adapun kondisi sosial
dan politik tidak terlalu berpengaruh dalam penerapan kebijakan karena komitmen
dan dukungan pimpinan dalam penerapan sistem manajemen Kinerja secara
objektif.

2. Model penerapan sistem manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang lebih

prospektif di Kota Tangerang

Model yang disarankan peneliti untuk penerapan sistem manajemen kinerja
PNS yang prosfektif di Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan Kinerja, adanya kesepakatan bahwa penyusunan
rencana kinerja individu berdasarkan tujuan organisasi mengacu kepada
rencana strategis, rencana kerja organisasi, analisa jabatan, dilakukan dialog
Kinerja untuk membagi peran masing-masing sesuai dengan kompetensi, dan
seluruh pegawai berkomitmen melaksanakan rencana Kinerja tersebut.

2. Pada tahap pelaksanaan kinerja, pendokumentasian kinerja harian, bulanan
dan tahunan dalam satu aplikasi terintegrasi SIMASN, pemantauan oleh
pejabat penilai dengan mengobservasi pelaksanaan kinerja bawahan secara
berkala, dan diberikan bimbingan dan konseling melalui komunikasi secara
terbuka dan teratur untuk dapat memotivasi bawahan,memperkuat sikap
perilakunya, memberikan balikan terhadap pelaksanaan kerjanya. Dalam

pemantauan dapat mempertimbangkan masukan pihak lain seperti rekan
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sejawat dan/atau bawahannya dan berkomitmen melaksanakan secara

konsisten.

. Pada tahap penilaian kinerja, pejabat penilai membandingkan realisasi

dengan target rencana kinerja dan menilai perilaku kerja bawahan secara
objektif dengan mempertimbangkan penilai dari beberapa orang terdekatnya
(rekan sejawat, bawahan, atasan pejabat penilai) dan melakukan wawancara
penilaian dengan bawahan. Aplikasi penilaian kinerja terintegrasi antara
penilaian kinerja bulanan dan tahunan, dengan menilai kinerja bulanan secara
otomatis penilaian terhadap kinerja tahunan. Komitmen pejabat penilai untuk
melakukan penilaian secara profesional dan objektif.

. Pada tahap evaluasi kinerja, pelaporan hasil penilaian kinerja dalam sistem

informasi elektronik berupa profil kinerja individu yang memuat nilai kinerja,
kesenjangan kinerja, rekomendasi/pemberian umpan balik kinerja pegawai
dan hasil penilaian assessment center, kemudian dilakukan pemeringkatan
kinerja seluruh pegawai sebagai pertimbangan tim penilai kinerja dan pejabat
pembina kepegawaian dalam memberikan penghargaan atau pengenaan

sanksi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi beberapa hal

untuk perbaikan penerapan sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil Kota

Tangerang, sebagai berikut :

1.

Penetapan standar dan tujuan yang jelas dalam setiap tahapan pelaksanaan
sistem manajemen Kinerja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah
Kota Tangerang dalam sebuah Peraturan Wali Kota Tangerang sebagai pedoman
bagi pegawai untuk berkinerja secara efektif dan efisien dan objektif

Peningkatan kapasitas pejabat penilai melalui pelatihan bimbingan dan
konseling Kinerja dengan memaksimalkan peran asesor sumber daya aparatur

atau konsultan serta menyediakan pelatihan khusus teknik penilaian Kinerja
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objektif dan akurat untuk menghindari subjektivitas dan kesalahan dalam
penilaian hallo error.

. Pengembangan sistem informasi manajemen kinerja yang terintegrasi seluruh
tahapan manajemen Kinerja dari perencanaan Kkinerja sampai dengan sistem
evaluasi Kkinerja yang mengelola data profil kinerja pegawai sebagai hasil
pemeringkatan Kinerja untuk perrtimbangan pejabat pembina kepegawaian
dalam memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi.

. Penggunaan metode wawancara penilaian kinerja oleh pejabat penilai kepada
bawahan dalam pemberian umpan balik untuk mendorong terciptanya keadilan
dan akurasi dalam penilaian.

. Peningkatan kompetensi pegawai berkinerja rendah dengan memanfaatkan data
hasil penilaian kinerja untuk merancang kebutuhan kegiatan pendidikan dan

pelatihan teknis seluruh pegawai.
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LAMPIRAN

1. DAFTAR PERTANYAAN

1. Pertanyaan untuk Key Informan nomor 1 : Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tangerang (Januari
2022)

No. Pertanyaan

1. | Bagaimana implementasi sistem manajemen Kkinerja PNS di Kota
Tangerang, apakah sudah sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan
yang berlaku ?

2. | Adakah kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang Sistem
manajemen Kinerja PNS, bagaimana implementasinya ?

3. | Apakah sosialisasi kebijakan telah dilakukan kepada seluruh pegawai?

4. | Bagaimana komunikasi dan koordinasi dalam satu OPD maupun di level
kepala OPD dalam perencanaan kinerja yang saling terkait ?

5. | Apakah dalam penyusunan rencana Kinerja individu yaitu sasaran
Kinerja pegawai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

6. | Apakah dalam pelaksanaan kinerja dilakukan pemantauan/observasi
Kinerja bawahan ?

7. | Apakah sudah menggunakan sistem aplikasi digital dalam menerapkan
sistem manajemen Kinerja ?

8. | Adakah instrumen lain yang digunakan dalam setiap tahap penerapan
sistem manajemen kinerja PNS Kota Tangerang ?

9. | Bagaimana sikap seluruh pegawai dengan adanya kebijakan sistem
manajemen Kinerja PNS ?

10. | Bagaimana proses penilaian kinerja pegawai dilakukan, apakah sudah
sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan ?

11. | Bagaimana evaluasi Kinerja dilakukan, apakah dilakukan analisis

terhadap ketimpangan kinerja ?




12. | Apakah hasil evaluasi kinerja digunakan dalam pertimbangan Karir
pegawai ?

13. | Dalam penerapan sistem manajemen Kinerja apakah dipengaruhi oleh
faktor ekonomi, sosial dan politik ?

14. | Bagaimana dukungan dan komitmen seluruh pelaksana terhadap
kebijakan sistem manajemen kinerja PNS Kota Tangerang ?

15. | Bagaimana model penerapan sistem manajemen kinerja PNS Kota
Tangerang yang lebih prospektif ?

16. | Bagaimana BKPSDM menyikapi pergantian regulasi Sistem

Manajemen Kinerja dari PP 46 tahun 2011 ke PP 30 Tahun 2019, apakah
telah dilaksanakan ?

Pertanyaan untuk Key Informan nomor 2 : Inspektur Kota Tangerang
(November 2021)

No. Pertanyaan

1. | Bagaimana implementasi sistem manajemen kinerja PNS di Kota
Tangerang, apakah sudah sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan
yang berlaku ?

2. | Apakah penyusunan SKP dilakukan secara berjenjang mulai dari kepala
OPD sampai ke pelaksana ?

3. | Apakah dalam penyusunan rencana Kinerja individu yaitu sasaran
Kinerja pegawai telah sesuai dengan rencana kinerja organisasi ?

4. | Apakah informasi tentang kebijakan sistem manajemen kinerja telah
diketahui dan dan dilaksanakan sesuai ketentuan oleh seluruh pegawai?

5. | Apakah ada keterkaitan antar OPD dalam menyusun perencanaan
Kinerja, bagaimana komunikasi dan koordinasi dalam satu OPD maupun
antar OPD ?

6. | Bagaimana pendokumentasian pelaksanaan Kinerja, apakah sistem

aplikasi digital efektif dalam implementasi sistem manajemen Kinerja

PNS Kota Tangerang ?




7. | Apakah pemantauan pelaksanaan kinerja dilakukan secara berkala,
Siapa yang melakukan pemantauan pelaksanaan kinerja dan pembinaan
Kinerja individu ?

8. | Bagaimana sikap seluruh pegawai dengan adanya kebijakan sistem
manajemen kinerja PNS ?

9. | Apakah penilaian kinerja dilakukan secara objektif ?

10. | Apakah metode penilaian kinerja saat ini sudah terukur, menurut Bapak
bagaimana metode pengukuran kinerja yang objektif ?

11. | Apakah kebijakan penilaian kinerja harian sebagai dasar pemberian
tambahan penghasilan pegawai dapat mengukur Kinerja sesungguhnya?

12. | Bagaimana tindak lanjut hasil kinerja, apakah jelas standar dan sasaran
pelaporan kinerja PNS Kota Tangerang ?

13. | Apakah inspektorat selaku pengawas urusan pemerintah daerah
melakukan audit kinerja PNS ?

14. | Dalam penerapan sistem manajemen kinerja apakah dipengaruhi oleh
faktor ekonomi, sosial dan politik ?

15. | Bagaimana penerapan sistem manajemen kinerja PNS yang lebih

prosfektif di Kota Tangerang ?

3. Pertanyaan untuk Key Informan 3 : Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan

dan SDM (Maret 2021)

No. Pertanyaan

1. | Bagaimana implementasi sistem manajemen Kkinerja PNS di Kota
Tangerang diukur dari tahap perencanaan Kkinerja, pelaksanaan,
penilaian dan evaluasi kinerja PNS di Kota Tangerang, apakah sudah
sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan yang berlaku ?

2. | Adakah kebijakan Wali Kota Tangerang atau norma lainnya secara

teknis mengatur tentang sistem manajemen Kinerja PNS, bagaimana

implementasi ?




3. | Bagaimana komitmen pengambil kebijakan dan seluruh pegawai
terhadap kebijakan ini ?

4. | Bagaimana komunikasi dan koordinasi antar kepala OPD dalam
hubungan perencaaan kinerja yang terkait ?

5. | Apakah penerapan kebijakan sistem manajemen Kinerja saat ini dapat
mengukur kinerja individu dan kinerja organisasi ?

6. | Apakah pernah dilakukan kajian terhadap penerapan sistem manajemen
Kinerja saat ini ?

7. | Apakah dalam penerapan kebijakan dipengaruhi oleh faktor luar seperti
faktor sosial, ekonomi dan politik ?

8. | Apakah perlu dilakukan perbaikan terkait kebijakan sistem manajemen
Kinerja PNS saat ini ?

9. | Bagaimana penerapan sistem manajemen kinerja PNS yang lebih

prosfektif di Kota Tangerang ?

Pertanyaan untuk Key Informan 4 : Kepala Bidang Pembinaan Aparatur
SDM (November 2021)

No. Pertanyaan

1. | Bagaimana implementasi kebijakan sistem manajemen kinerja PNS di
Kota Tangerang, apakah kebijakan sistem manajemen kinerja telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai di setiap OPD ?

2. | Apakah perencanaan kinerja sudah sesuai dengan standar dan saasaran
peraturan yang berlaku ?

3. | Apakah pegawai sudah memahami teknik penyusunan SKP diukur dari
ketepatan waktu penyusunan SKP dan penentuan indikator ?

4. | Bagaimana komunikasi dan koordinasi antar organisasi terkait maupun

antara atasan dan bawahan dalam penyusunan, pemantauan, penilaian

dan evaluasi kinerja ?




Dalam penyusunan SKP adakah norma atau aturan pelaksanaan
kebijakan yang mengatur lebih lanjut mekanisme penyusunan SKP dan

bagaimana pola hubungan yang berjalan antar organisasi terkait ?

Apakah ada proses pemantauan kinerja secara berkala oleh pejabat

penilai Kinerja/atasan langsung ?

Apakah seluruh pegawai telah memahamai keseluruhan proses

pelaksanaan kinerja dari pendokumentasian sampai dengan pembinaan
?

Apakah pejabat penilai kinerja telah melakukan pembinaan terhadap
pegawai yang tidak dapat melaksanakan rencana Kkinerjanya, seperti

bimbingan kinerja ?

Apakah penilaian kinerja telah menggunakan metode yang terukur dan

objektif, bagaimana peran pejabat penilai ?

10.

Apakah pejabat penilai pernah diberikan pelatihan untuk menilai kinerja

bawahan, seberapa penting kegiatan tersebut ?

11.

Bagaimana kejelasan standar dan sasaran ketentuan terhadap
pelaksanaan kinerja, apakah ada SOP, petunjuk teknis atau standar yang
ditetapkan mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan
Kinerja, penggunaan sistem informasi elektronik dalam pelaksanaan dan

pembinaan kinerja ?

12.

Apakah penilaian kinerja PNS di Kota Tangerang menggunakan sistem
informasi elektronik, apakah pegawai khususnya pejabat penilai telah

memahami cara memberikan penilaian Kinerja kepada bawahannya ?

13.

Apakah ada tim penilai kinerja, bagaimana struktur tim penilai Kinerja
dan pola-pola hubungan yang terjalin dantara anggota tim dalam

pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja ?

14.

Bagaimana pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai yang sudah dilakukan
selama ini, apakah seluruh OPD telah melakukan evaluasi Kinerja di

masing-masing OPD-nya atau hanya dilakukan oleh BKPSDM?




15. | Apakah ketimpangan kinerja telah dianalisis dengan menggunakan
metode khusus ?
16. | Apakah pelaporan kinerja pegawai telah ditindaklanjuti dan digunakan

sebagai pertimbangan penempatan pegawai ?

Pertanyaan untuk Key Informan 5 : Kepala Sub Bidang Kinerja Aparatur
BKPSDM (November 2021)

No. Pertanyaan

1. | Bagaimana implementasi kebijakan sistem manajemen kinerja PNS di
Kota Tangerang, apakah kebijakan sistem manajemen kinerja telah
disosialisasikan kepada seluruh pegawai di setiap OPD ?

2. | Apakah penyusunan rencana kinerja telah dilaksanakan oleh seluruh
pegawai dan apakah sudah menggunakan sistem digitalisasi ?

3. | Apakah rencana kinerja individu selaras dengan penjabaran sasaran
Kinerja organisasi ?

4. | Apakah seluruh pegawai sudah memahami teknik penyusunan SKP
diukur dari ketepatan waktu penyusunan SKP dan penentuan indikator?

5. | Bagaimana pendokumentasian pelaksanaan kinerja dilakukan, apakah
dilakukan monitoring ke seluruh OPD terkait perecanaan, pelaksanaan,
penilaian dan evaluasi kinerja pegawai ?

6. | Apakah sistem informasi elektronik cukup efektif untuk dapat
mengetahui kemajuan pelaksanaan kinerja PNS, bagaimana jika dalam
pelaksanaan kinerja terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan ?

7. | Bagaimana kejelasan standar dan sasaran ketentuan terhadap

pelaksanaan Kkinerja, apakah ada SOP, petunjuk teknis atau standar yang
ditetapkan mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan
Kinerja, penggunaan sistem informasi elektronik dalam pelaksanaan dan

pembinaan kinerja ?




8. | Saat ini masa transisi dari kebijakan PP 46 tahun 2011 ke PP 30 tahun
2019, bagaimana BKPSDM menyikapi ini dan bagaimana sikap
pelaksana ?

9. | Bagaimana pendokumentasian pelaksanaan kinerja dilakukan, apakah
dilakukan pemantauan kinerja, bagaimana pemantauan Kinerja
dilakukan ?

10. | Apakah semua pegawai memahami dan mampu menggunakan sistem
informasi elektronik dalam pelaksanaan Kkinerja, bagaimana sikap
pegawai dengan adanya kebijakan ini ?

11. | Apakah penilaian kinerja telah menggunakan metode yang terukur dan
objektif, bagaimana peran pejabat penilai ?

12. | Apakah pernah diberikan pelatihan terkait penilaian kinerja, seberapa
penting menurut anda kegiatan tersebut ?

13. | Apakah penilaian kinerja saat ini efektif untuk mengukur Kinerja
pegawai, apakah ada tim khusus penilai kinerja ?

14. | Apakah sebagai pejabat penilai sudah berkomunikasi dengan bawahan
saat akan menilai kinerjanya, bagaimana sikap pegawai dalam proses
penilaian kinerja ?

15. | Bagaimana tindak lanjut hasil kinerja, apakah jelas standar dan sasaran
pelaporan kinerja PNS Kota Tangerang?

16. | Bagaimana melakukan analis kesenjangan kinerja, apakah hasil evaluasi

Kinerja dibuat laporan pemeringkatan pertimbangan dalam

mutasi/promosi ?

. Pertanyaan untuk Key Informan 6 : Pejabat fungsional P2UPD

Inspektorat Kota Tangerang (Maret 2022)

No.

Pertanyaan

Apakah P2UPD melakukan audit kinerja seluruh individu, berdasarkan
audit atau reviu apakah kebijakan sistem manajemen Kinerja telah

dilaksanakan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku ?




2. | Apa saja yang menjadi temuan audit kinerja pegawai ?

3. | Apakah kebijakan sistem manajemen kinerja telah dilaksanakan secara
konsisten oleh seluruh pegawai ?

4. | Bagaimana tindaklanjut dari OPD terhadap temuan audit/reviu Kinerja
pegawai ?

5. | Apakah kebijakan sistem manajemen kinerja efektif untuk mengukur

Kinerja pegawai dan kinerja organisasi ?

. Pertanyaan untuk Key Informan 7 : Pejabat fungsional Analis

Kepegawaian Ahli Muda (Maret 2022)

No.

Pertanyaan

Bagaimana penyusunan SKP dilakukan, apakah penyusunan SKP sesuai
dengan standar dan kebijakan yang berlaku dan selaras antara kinerja

atasan, bawahan serta Kinerja organisasi ?

2. | Apakah ada kesulitan dalam menyusun SKP, apa saja dasar yang
digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan SKP ?

3. | Bagaimana komunikasi dengan pejabat penilai selaku atasan langsung
di setiap tahapannya ?

4. | Apakah sistem elektronik aplikasi manajemen kinerja mudah digunakan
dan apakah sistem ini sudah mengakomodir semua yang dibutuhkan
dalam pendokumentasian hasil kerja ?

5. | Bagaimana pendokumentasian pelaksanaan kinerja dilakukan, apakah
atasan  langsung melakukan pemantauan kinerja, apakah melalui
komunikasi secara terbuka dan berdasarkan bukti dukung dan
dokumentasi kegiatan ?

6. | Apakah metode penilaian yang diterapkan saat ini sudah objektif ?

7. | Apakah sistem aplikasi penilaian kinerja sudah efektif untuk menilai
Kinerja PNS ?

8. | Apakah kebijakan tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja

berdampak terhadap peningkatan kinerja pegawai ?




9. | Bagaimana komunikasi pejabat penilai saat melakukan penilaian ?

10. | Bagaimana evaluasi kinerja dilakukan, apakah dilakukan wawancara
kinerja oleh atasan kepada bawahan ?

8. Pertanyaan untuk Key Informan 8 : Pejabat fungsional Assessor SDM
Aparatur (Maret 2022)

No. Pertanyaan

1. | Apakah sudah dilakukan kegiatan assessmen center di Kota Tangerang,

siapa saja sasaran kegiatan ini?

2. | Apakah dilakukan pengalian informasi terkait kinerja dan perilaku

individu ketika mengasesmen pegawai ?

3. | Apakah assessor pernah dilibatkan untuk melakukan pembinaan kinerja
?

4. | Bagaimana menganalisis kesenjangan Kinerja ?

5. | Apakah hasil penilaian asesmen disampaikan kepada masing-masing

pegawai ?

6. | Apakah hasil evaluasi individu dari hasil asesmen dijadikan

pertimbangan dalam pengembangan karir pegawai ?

7. | Bagaimana evaluasi kinerja yang prosfektif untuk PNS Kota Tangerang?

8. | Apakah kebijakan penilaian kinerja yang diterapkan saat ini dapat

mengukur Kinerja dan perilaku pegawai sesungguhnya ?

9. Pertanyaan untuk Key Informan 9 : Pelaksana/staf (Maret 2022)

No. Pertanyaan

1. | Bagaimana penyusunan SKP dilakukan, apakah penyusunan SKP sesuai
dengan standar dan kebijakan yang berlaku dan selaras antara kinerja

atasan, bawahan serta Kinerja organisasi ?

2. | Apakah ada kesulitan dalam menyusun SKP, apa saja dasar yang

digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan SKP ?




Bagaimana komunikasi dengan pejabat penilai selaku atasan langsung di
setiap tahapannya ?

4. | Apakah informasi terkait kebijakan sistem menajamen kinerja sudah
jelas diterima dan bisa dipahami ?

5. | Apakah pelaksanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan yang
tertuang pada SKP pegawai yang telah ditetapkan dan bagaimana atasan
langsung melakukan pemantauan pelaksanaan kinerja ?

6. | Bagaimana pendokumentasian pelaksanaan kinerja  dilakukan
(harian/mingguan/bulanan/triwulan/semesteran dan atau tahunan ?

7. | Apakah sistem elektronik aplikasi manajemen kinerja mudah digunakan
dan apakah sistem ini sudah mengakomodir semua yang dibutuhkan
dalam pendokumentasian hasil kerja ?

8. | Apakah dilakukan pembinaan kinerja oleh pejabat penilai ?

9. | Bagaimana penilaian kinerja dilakukan, apakah pejabat penilai menilai
secara objektif ?

10. | Apakah aplikasi penilaian kinerja efektif untuk proses penilaian ?

11. | Apakah metode penilaian yang diterapkan saat ini sudah efektif ?

12. | Apakah kebijakan tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja
berdampak terhadap peningkatan Kinerja pegawai ?

13. | Bagaimana komunikasi yang dilakukan pejabat penilaian saat menilai
Kinerja ?

14. | Apakah hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai pertimbangan dalam
penempatan pegawai, promosi atau mutasi ?

15. | Apakah hasil evaluasi kinerja digunakan sebagai pertimbangan dalam

penempatan pegawai, promosi atau mutasi ?




LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

POLITEKNIK JI. Administrasi Il Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
STiA LAN Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax_ 53651793, 5329998
J A K ARTA Email : politeknik@stialan.ac.id, Website : www.stialan.ac.id
MNomor : 1838/5T1A.1.1.1/FF502.3 Jakarta, 22 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Penehtian Tesis.
Hal : Permohonan [jin Peneliian Mahasiswa

Program Magister Terapan

Politelrnils STIA LAN Jalkarta

Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Tangerang
Jl. Ks. Tubun No. 1, Pasar Baru, Karawaci, Tangerang

Bersama ini dengan hormat kam informasikan bahwa salah satu mahasiswa kam :

Nama : Winda Budiarti

NPFM o 20804001007

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

HKonsentrasi . Manajemen Sumber Daya Aparatur

Judul Tesis . Anahsis Implementasi Kebjjakan Sistem Manajemen Kinerja

Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang
alkan melalukan penelitian dalam rangka penulisan tesis di Instansi Bapalk.
Sehubungan dengan itu, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin dan
membantu mahasiswa tersebut mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang
dibutuhkan.
Atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kam ucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Dhirektur Politelmik STIA LAN Jakarta;

2. Eepala Badan Kecatuan Bangsa dan Politik
Eota Tangerang;

3. Eajur Admmistrazi Publil

4 Eaprodi Program Magister Terapan



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

"m* - BADAN KEPEGAWAIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
= JI. K.S. Tubun No.1 Lt. lll Gedung Cisadane Tel. 021.55795706, 55792424, 55792425
TANGERANG 15111

Tangerang, 2 Jum 2022

Nomor : 800/ 1126-BKPSDM Yth, Walal Direktur I Bidang Akademik
Sifat : Biasa Politelknik STIA TAN Jakarta
Lampiran Do
Perihal :  Keterangan Telah Melaksanakan di-

Penelitian an. Winda Budiarti Takarta

NPM. 2064001007

MMenindaklanjuti surat Wakil Direktur I Bidang Akademu Nomor :
1838/STIA.1.1.1/PPS.02.3 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Permohonan Ijn
Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Polmeknik STIA LAN Jakarta,
dengan ini  kamu sampaikan bahwa Sdri. Winda Buodiarti  NIP.
198507152003122001 jabatan Analis Kepegawatan Ahli Muda dengan NPM.
2064001007 telah melaksanakan penelitian pada Pemenntah Kota Tangerang
dengan judul tesis “Analisis Implementast Kebyakan Sistem Manajemen Kinerja
PNS Kota Tangerang ™

Demikian disampaikan. atas perhatiannva diucapkan terimakasih.

“HERYANTO, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 196404121983031003




